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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG

PROSEDUR TETAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
PEGAWAI TRANSITO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14

1.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Menteri/Pimpinan Lembaga perlu menetapkan prosedur
tetap pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian/Lembaga;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Prosedur Tetap
Pengalokasian Anggaran Belanja Pegawai Transito di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5178);

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011, Nomor 142);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
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. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011

tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 397);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 899);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya
dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PROSEDUR TETAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI TRANSITO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun
barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan
pensiunan serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai
dilingkungan pemerintah yang bertugas di dalam maupun diluar negeri
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sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

3. Belanja Transito adalah belanja pegawai pada Kementerian/Lembaga
yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai
Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan
perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja
Pegawai satuan kerja karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri
pada satuan kerja berkenaan.

4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan
digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalarn perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah.

Pasal 2

Pengaturan Prosedur Tetap Pengalokasian Anggaran Belanja Pegawai
Transito di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan sebagai berikut:

a. terwujudnya tertib administrasi dalam penyusunan dan pengalokasi
belanja pegawai transito secara akuntabel dan transparan;

b. memudahkan dalam mengalokasikan belanja transito pegawai pada
unit-unit utama Kementerian Kesehatan;

c. mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja pegawai transito
yang lebih baik;

d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi ditingkat unit utama dan
satuan kerja dalam penyusunan anggaran belanja pegawai; dan

e. tersedianya dokumen penyusunan belanja pegawai khususnya belanja
transito pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Prosedur Tetap Pengalokasian Anggaran
Belanja Pegawai Transito di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi
pelaksanaan belanja pegawai transito dan tata cara revisi belanja pegawai
transito di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Prosedur Tetap Pengalokasian Anggaran Belanja Pegawai Transito di
Lingkungan Kementerian Kesehatan berlaku pada:

a. satuan kerja unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan satuan
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kerja Unit Utama; dan
b. satuan kerja unit utama pusat dan satuan kerja pusat.
Pasal 5

Prosedur Tetap Pengalokasian Anggaran Belanja Pegawai Transito di
Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



